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BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 4o TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETzuBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUIIRT.I YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang

Mengingat

bqhwa untuk melaksanakan ketentua-n Pasal 14 Peratura{r Daerah
Kabupaten Toraja {Jtara Nomor 15 Tahun tO11 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.

1. Undang-Undang Nomor 6 Talun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1O,

Tambahan Lembaran Negara Repul:lik Indonesia Nomor
282a1;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara NegAra Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Norhor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan

Undarrg-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 Tettatg Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negard

Republik trndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia l,{omor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undarrg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerirrtahart

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4874);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petbrnakan
darr Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 84);

8. Undang-Undang Nomcir 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

dan Retribrisi Daerah. (fembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 50219);

9- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-trndangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOZ tentarg

Pembagial Unrsan Pemerintahan Antara Pernerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
KabupAten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemainfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sl6ri;

12, Peraturan DaeraI Kabupaten Toraja Utara Nomor S Tahun
2O1O tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol0
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 2);



13. Peratrrran Daerah Kabupaten toraja Utara Nomor 8 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2010 Nomor 8);

\4. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kelrangan Daerah
(l*mbaran Daerah I(abupaten Tora.ia Utara Tahvn 2O7O

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 15,

Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraj a Uteira Nomor

t7l;
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Fa,iak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

RETzuBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal<sud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Torqja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggara urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD merrurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur periyelenggErra pemerin tahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupali Toraja Utara.
5. De',van Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara

yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
dabrah.
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15. Retribusi Jasa Usa,ha adalah Retribusi atas jasa yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh

sektor swasta.

16. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu
Bangunan beserta pelatarannya dengan desain yang

memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hervart

antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas
bagi konsqmsi masyarakat.

17. Wajib Retribusi ada-lah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundaag-widangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas walrtu bagr Wajib Retribusi untuk
mehanfaadran jasa dan perizinan tertenttr dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Pendaftararr Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunalian oleh
wajib Retribusi untuk mehporkan objek Retribusi dan wajib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran

Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-

Undangan Retribusi.
20. Surat Tagihan Retribuqi Daerah, yang selanjutnya disingkat

STRD adalah surat untuk melakuLkan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, dan SKRDLB 'yang diajukan oleh wajib
Retribusi.

22. Penyakit hewan menular adalah pen;yakit yang ditularkart
afltara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan

dan media pernbawa penyakit hewan lajnnya meialui kontak
langsung atau tidak langsung deng,i:n media perantara
mekanis seperti air, udara, tanah, prakan, peralatan dart

manusia atau dengan media perantara l:iologis seperti virus,

bakteri, amuba atau jamur.

23. Dokter hewan berwenang adalah dokter h ewan yang ditunjuk
oleh lylenteri, Gubemur, Bupati atau Wali kota sesuai dengan

kewenangannya berdasafkan jangkauan trLrgas pelayanannya

dalam rangka penyelenggaraan kesehatan l rewan.
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24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dany'atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemerluhan
kewqiibqn Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

25. Penyidikan Tindakan Pidana di Bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukal oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selarrjutnya disebut Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu
membuat terang tindal< pidana dibidang Retribusi Daerah
yalg tedadi serta menemuJ<an tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumati Potong Hewan dipungut retribusi
atas pelayanan penyediaan fasi.litas rumah potong hewan yang

disedieikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah peiayanan penyediaan fasilitas rumah
potong hewan temak termasuk pelayanan pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yaag

disidiakan, dimifki dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan pen-yediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak yang disedi,akan, dimiliki dan/ atau

dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak rswasta.

Pasal /1

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunak .an fasilitas/menikmati pelayanan jasa usaha yang

bersangkutan.

BAB III
GOLONGAN RETzuBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan r;ebagai Retribusi

Jasa Usaha.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan,
jenis ternak dan jumlah ternak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DAL"A,M PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESAR}.IYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi
Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

{2) Keuntungan yang layak sebagairnana dimaksud pada pyat (1)

adala}l keuntungan yang diBeroleh apabila pelayenan jasa
Ruhah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien dan

berorientasi pada hnrga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF RETzuBUSI

Pasal 8

(1) Stn+ktur tarif digoiongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis
dan jumlah ternak.

(2) Besarnya tarif ditetapkan $erdasarkan tarif pasar yang
berlaku di wilayah daerah.

{3) Dafam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka

tarif ditetapkan sebagai jumtah pembaya^ran per satuan unit
pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif

lang meliputi :

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuarr jasa.

(4) Biaya sebagaimatra dimaksud pada ayAt (3) huruf a meliputi :

a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja

pegawai terrnasuk pegawai tidak tetap, belanja barang,

belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya

listrik dan semud. biaya rutin / periodik lainnya yang

berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum,

dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
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c. biaya modal yang berakitan dengan terse{ianya aktiva
tidak tetap dan aktiva lainnya yang be{angka menenga}r

dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman,
nilai setva tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;

d. biaya-biaya lainnya yarlg berhubungan dengan
penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka
pendek.

(5) IGuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetat)kan dengan persentase tertentu dari total biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif se bagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

Rp.750.000/ekor

Rp.5O0.000/ekor

l:Rp.20O.OOQ/ ekor

Rp'. 1O0.000/ekor
Rp. 100.00o/ekor
Rp. 75.O0O/ekor
Rp. i;'5.000/ekor
Rp. 4.'.5.000/ekor

(7) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayaL (6) disetor

secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka wakttl 24 (dua

pu,luh empat) jam oleh bendahara khusus penerima.

(8) Pungutan selain yang telah diteta.pkan selrag,aimana

dimaksud pada ayat (6) tidak diperkenankan lagi baik dalarn

bentuk dana maupun dalam bentuk natura.
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Rp. 50.000,/ekor
Rp. 65.00o/ekor
Rp. 50.000/ekor
Rp. 3O.OOO/ekor
Rp. 25.000/ekor

1

I Pemeriksaan
kesehatan ternak
sebelum dipotong
dan Pemanfaatan
fasilitas di RPH

2 Pemotongan Hewan
Ternak di Luar
Rumah Potong
Hewan (RPH) dengan
jasa pelayanan
dan/atau fasilitas
yang
disediakan/ diizinkan
oleh Pemerintah
Daerah

No

2 J

Sapi
Ker\au
Kuda'
Babi
Kaabing/Flusa

- berdasarkan
jenls dan
motifnya sbb:

a.Kerbau Belang'
(Saleko, Bonga)

b.Kerbau
Kebiri(Balian)

c. Kerbau Hita.B .

(Pudu', Todi',
SambaoJ

-Sapi
-Kuda
-Rusa
.Babi
-I(a:obing



Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut denghn menggpnakan Karcis sebagaimana

dimaksud dalam Pasa-l 12 ayat (2).

(2) PemungUtan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilalc[kan setelah hewan yang akan disembetrih diperiksa
kesehatannya terlebih dahulu oleh Dinas Peternak"n.

{3) Tempat pemeriksaan kesehatan heWan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), adalah tempat atau bangunan yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus setelah wajib

retribusi menerima pelayanan dari Pemerinti.h Daerah.
(2) Pembayaran dilakukan pada aparat DPPKAD, atau pejabat

lain yang diberikan tugas untuk kegiatan tersebut, dan

dikoordinir oleh kolektor kecamatan untuk selanjutnya

disetorkan ke Bendahara Penerima DPPKAD.

{3) Pembayaraa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diperunukkan bagr pungutan retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) angka 2.

(4) Pembayaran bagr pungutan retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasa.l 8 ayat (6) angka 1, menggunakan karcis sesuai

jenis hewan yang mendapatkan jasa pemeriksaaD kesehatan

oleh Dinas Peternakan.

(5) Apabila terjadi kelebiharl pembayaran retribusi sebagaimana

pada ayat (2) dan ayat (41 wajib retribusi clapat mengajukan

permohonan ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan

SKRDLB.

(6) Apirbila terdapat piutang retribusi yang sutlah kadaluwarsa

m:ika Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan dan

peninjauan untuk dibuatkan Surat Keputqsam penghapusan

Penagihan Retribusi.

(7) Tata cara pemeriksaan sebagairhana dimaksuc{ pada ayat (6)'

yartu pemeriksaan dokumen karcis retribusi dengan

penbukuan di Bendahara Penerima DPPKAD.

)
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BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Instansi yang meiaksanakan pemungutan Retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) diberikan berdasarkan Pasal 6 dan
Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Toraj a Utara Nomor 12

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol1 Nomor

t2l.

Pasal 16

(1) Hasii penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (6) angka 2, yang berasa-l dari hewan Kerbau,
Sapi dan Kuda, dimanfaatkan untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah,

Kecamatan, l,embang dan Kelurahan dengal pembagian

sebagai berikut:
a. Daerah, 690/o (enatn puluh sembilan persen);

b. Kecamatal , 5''/o (lima persen);

c. t embang/Kelurahan, 15% (lima belas persen);

d. Biaya pengawasan pada upacara adat,60/o (enam persen),

yang pembagiannya sebagai berikut :

1 . Dusun/ Lingkungan, 2,5o/o (dua koma lima persen);

2. Hansip, 1,5% (satu koma lima persen);

3. Dinas PPKAD, 17o (satu persen);

4. Dinas Peternakan, 1% (satu persen).

e. Insentif Kolektor sebesar sok (lima persen), yang

pembagiannya sebagai berikut :

1. Kolektor Kecamatan, 3% (tiga persen);

2. Kolektor Lembang/ Kelurahan, 2Yo (dua persen).

(2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (6) angka 2, yang berasal dari hewan Babi, Rusa,

dan Kambing dimanfaatkan dimalfaatkan untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan Daerah, Kecamatan, kmbang dan Kelurahan

dengan pe mbagian sebagai berikut:
a. Daerah, 44ok (ernpat puiuh empat persen);

b. Kecamatan, 5% (lima persen);



c. Lembang/Kelurahan, 4O% (empat puluh persen);

d. Biaya pengawasan pada upacara adat, 6''/o (enam persen),

yang pembagiannya sebagai berikut :

1. Dusun/Lingkungan, 2,5%o (dua koma lima persen);

2. Hansip, 1,5% (satu koma lima persen);

3. Dinas PPKAD, 1%o (satu persen);

4. Dinas Peternakan, 1% (satu persen).

e. Insentif Kolektor sebesar 5o/o (lima persen), yang
pembagiannya sebagai berikut :

1. Kolektor Kecamatan, 2o/o (dua persen);

2. Kolektor Lembang/Kelurahan, 3o/o (tiga persen).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perafuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetap di Rantepao
pada ?o Her 20

tsU A

ORRING

memerintahkan
penempatannya

J
;'" i i;aTill

FREDE K

Diundangkan di Rantepao
pada tanggai 3l t1Q\ zolz

S AERAH
U RAJA UTARA,

LE tsI'

qFLli'!^

IJA$, tiUKUL'I

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR


